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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Esekusi hak tanggungan sudah bukan hal yang asing dalam negara 

Indonesia dikarenakan masyarakat sangat memerlukan kekuatan finansial dalam 

kehidupan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di 

Indonesia, semakin meningkat juga kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga 

dibutuhkannya penyediaan dana (modal) dalam jumlah besar yang dapat 

digunakan sebagai tempat penyaluran dana yang memiliki kepastian hukum bagi 

tiap-tiap pihak yang bersangkutan. Untuk mewujudkan Pembangunan nasional, 

yang merupakan komponen penting dari kemajuan ekonomi sebuah negara, 

dapat dimulai di Indonesia. memiliki strategi untuk menyelesaikan perselisihan 

atau konflik yang muncul di suatu organisasi sosial. Mengambil hukum sendiri 

tidak akan menyelesaikan masalah mereka; sebaliknya, mereka akan 

mendapatkan keuntungan dari aturan dan peraturan yang berlaku, yang ditujukan 

untuk mengatasi masalah yang ada dimasyarakat.1  

Modal adalah  segala sesuatu yang dimiliki, selain uang dapat berupa benda 

yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah, dan bangunan diatasnya, 

peralatan seperti mesin-mesin penunjang kegiatan usaha lainnya. Modal kerja 

menurut Kasmir diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva 

                                                             
1 Wibisono Oedoyo, 2022, ”Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara 

Perdata Di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 7, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila, hlm. 1643. 
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lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, 

piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.2 Adanya peraturan memudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan keadilan disaat menjalankan kehidupan 

bermasyarakat. Hukum merupakan acuan peraturan dalam berlangsungnya 

kehidupan bermasyarakat. Indonesia menganut sistem hukum, hampir semua 

lembaga sudah memiliki kekuatan hukum  seperti contohnya penyediaan modal 

yang dilakukan bank dengan menggunakan sistem pengkreditan. Diperlukannya 

susunan yang seimbang dalam pelaksanaan kredit namun masih banyak pihak 

yang melakukan wanprestasi karena suatu hal yang disebabkan naik turunnya 

angka pendapatan dalam perekonomian atau usaha yang dapat dikatakan 

mengalami kerugian. 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (Financial intermediary) 

yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk 

pinjaman.3 Keberadaaan pihak bank yang menjadi peran penting dalam 

kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan tujuan membangun 

pembangunan nasional untuk pemerataan dari hasil pembangunan, serta 

pembangunan ekonomi prakondisi perencanaan nasional untuk meningkatkan 

mutu hidup masyarakat. Salah satu kinerja bank yang banyak membantu 

masyarakat adalah diadakannya fasilitas kredit. Didalam fasilitas kredit pasti 

lahir suatu perjanjian dari dua belah pihak atau lebih hasil kesepakatan juga 

                                                             
2 Mitha Christina Ginting, 2020, “Peranan Modal Kerja Dalam Meningkatkan 

Profitabilitas”, Jurnal Manajemen, Medan, Vol. 4, No.2, Universitas Methodist Indonesia. Hlm. 5 
3 Tazkiatun Nafs Az Zahra, 2015, Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan 

Hukum Terhadap Debitur, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, hlm 1. 
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menjadi peran penting dalam pelaksanaan kredit. Munculnya kesepaatan dari 

dua belah pihak menjadi bentuk kepastian hukum, Namun Jika terjadi 

perselisihan perdata antara satu pihak dengan pihak lainnya, penyelesaian 

perselisihan tersebut biasanya dibawa ke pengadilan.  Para pihak yang 

bersengketa di pengadilan berharap tidak hanya menerima putusan atas 

perkaranya, namun juga kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian 

sengketa tersebut. Besarnya biaya hukum yang dikeluarkan dan lamanya 

kerugian yang dialami oleh pihak diharapkan akan sebanding dengan pemulihan 

haknya dan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah. 4  

Pada dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai 

kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan 

transkaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang dan jasa, dengan 

memperjanjikan akan membayarnya kelak5 sehingga tidak menutup 

kemungkinan terjadinya sengketa. Sengketa yang terjadi dimasyarakat pun 

beraneka ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan 

perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 

daad), sengketa hak milik (property right), perceraian, pailit, penyalahgunaan 

wewenang oleh pihak penguasa tertentu, dan lain sebagainya.6 Tak lepas dari 

salah satu asas dalam suatu perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak yang 

                                                             
4 M. Tanziel Aziezi dan Nur Syarifah, 2019, Kertas Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa 

Perdata di Indonesia, Kuningan, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 

Indonesian Institute for Independent Judiciary Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A 

Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, hlm. 2. 
5 Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya 

Bakti, hlm. 6. 
6 M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 179. 
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telah disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak semerta-merta 

membuat semua orang bisa melakukan dengan bebas perjanjian namun, 

kebebasan yang dimaksud harus tetap berpegang dengan syarat sahnya 

perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.7  

Perjanjian adalah sumber terpenting dari sebuah perikatan. Pengertian 

perjanjian sendiri dalam hukum adalah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu perjanjian mengenai harta benda atau dianggap 

berjanji melakukan suatu hal. Kredit yang telah disepakati oleh pihak (kreditur 

dan debitur) wajib dituliskan dalam suatu perjanjian kredit beserta jaminan 

berupa hak tanggungan yang diatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996. Macam- macam objek jaminan hak tanggungan, yaitu : 1) “hak 

milik (HM), 2.)hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), 4) hak pakai 

atas tanah negara, 5) rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, 6) hak 

guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara serta Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang bangunannya didirikan di atas tanah hak 

milik, dan 7) hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara 

sesuai ketentuan Pasal 27 UUHT.”8 Namun apabila pihak debitur melakukan 

wanprestasi maka jaminan tersebut dapat diambil namun tetap mengunakan 

prosedur hukum dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan. Apabila 

                                                             
7 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Edisi 

Revisi, Jakarta, PT Radnya Paramita, hlm. 339. 
8 Nur Rizki Siregar dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, ”Tinjauan Hukum Kekuatan 

Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelalng Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi”, 

Jurnal USM Law Review, Jakarta,  Vol. 5 No 1, Universitas Indonesia. Hlm. 7 
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pihak yang kalah dalam persidangan bersedia untuk melaksanakan putusannya 

sendiri, maka perkara selesai tanpa perlu bantuan pengadilan. Namun jika pihak 

yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pengadilan 

harus turun tangan dalam melaksanakan putusan dengan paksa melalui 

pengajuan permohohan eksekusi putusan (eksekusi) ke pengadilan. 

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuataun hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat 

penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan 

bantuan kekuatan umum.9 Definisi eksekusi yang lebih luas dikemukakan oleh 

Mochammad Dja’is, yaitu : “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan 

hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi 

kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses 

penyelesaian sengketa hukum.”10 Dalam pengertian yang sudah dijelaskan, 

eksekusi sendiri harus sudah berkuatan hukum tetap yang merupakan proses 

terakhir dari suatu proses perkara perdata ataupun pidana di pengadilan. Pada 

dasarnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak tergugat untuk 

memenuhi prestasi yang tercantum didalam putusan hakim. Namun, pelaksanaan 

putusan tidak dapat diminta untuk semua putusan hakim. 

Perjuangan pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda 

yang ditetapkan dalam putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan dikenal 

                                                             
9 Dirjen Badilum MA RI, 2019, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Jakarta, hlm. 

1. 
10 M. Tanziel Aziezi dan Nur Syarifah, 2019, Kertas Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa 

Perdata di Indonesia, Kuningan, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 

Indonesian Institute for Independent Judiciary Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A 

Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, hlm. 3. 



  6 

 

 

sebagai pelaksanaan putusan. Namun kenyataanya eksekusi yang dilakukan oleh 

pengadilan sering kali menemui banyak hambatan, terutama dikarenakan pihak 

tereksekusi (pihak yang kalah) sulit menerima keputusan pengadilan dan 

cenderung menolak putusan yang ditetapkan hakim.11 Disisi lain, proses 

eksekusi tidaklah mudah dilakukan karena memiliki proses yang cukup 

memakan energi, waktu, biaya dan juga pikiran sehingga tak sedikit juga 

eksekusi gagal dilaksankan. Bank memerlukan jaminan yang memiliki kejelasan 

yang nilai jualnya setara dengan jumlah pinjaman dana si debitur , bagi bank 

setiap pinjaman yang diberikan selalu beresiko sehingga diperlukannya faktor 

keamanaan dalam pengembaliannya dan jaminan yang sering digunakan debitur 

yaitu tanah dengan lembaga tanggungan karena mudah pelaksanaannya serta 

pasti. Permasalahan yang sering muncul  ketika melaksanakan eksekusi hak 

tanggungan yaitu Ketika melakukan eksekusi hak tanggungan, ada beberapa 

masalah yang sering muncul. Pertama, pihak debitur dapat menentang 

pengosongan objek jaminan. Selain itu, debitur dapat menggugat pihak kreditur 

dengan tujuan agar eksekusi hak tanggungan lelang ditangguhkan atau dianggap 

tidak sah. Sebagaimana disebutkan di atas, di kota Lubuklinggau terdapat 

masalah terkait eksekusi hak tanggungan, yaitu sengketa dengan nomor register 

perkara 3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau kelas 1A. 

                                                             
11 Wibisono Oedoyo, 2022, ”Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara 

Perdata Di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 7, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila,  hlm. 1643. 



  7 

 

 

Berawal Nasabah/debitur (NA) pada Tergugat I (Bank BNI) yang mana 

berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 009/LLG/PK-KMK/2017 dengan sifat 

kredit rekening Koran terbatas (RC) maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah) tanggal 18 Juli 2017 dengan jaminan salah satunya berupa 

sebidang tanah seluas 199 M2 berikut bangunan ruko yang terletak di Jalan 

Kenanga II No. 97, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 

II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SHM nomor 

3 tanggal 07-7-2005 atas nama Rozani dan Perjanjian Kredit Nomor : 

010/LLG/PK-KMK/2017 dengan sifat kredit Aflopend (angsuran ± bunga) 

tertanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta 

rupiah)12. Singkat cerita NA mengalami permasalahan ekonomi yang 

menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar hutang sehingga 

hal tersebut dianggap telah melakukan wanpretasi sehingga pihak kreditur 

melakukan lelang jaminan hak tanggungan. Untuk menghalangi proses eksekusi 

terhadap barang jaminan miliknya, NA melakukan perlawanan dengan 

mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Kemudian pemenang 

lelang mengajukan eksekusi dipengadilan negeri Lubuklinggau dengan tujuan 

untuk mengosongkan rumah tersebut. Namun NA mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan tujuan mendapatkan keadilan melawan 

pihak kreditur namun dalam persidangan yang menang dalam perkara a quo 

adalah kreditur, dikarenakan pihak kreditur telah melaksanakan lelang sesuai 

dengan prosedur yang berlaku dan memberi waktu pihak penggugat untuk 

                                                             
12 Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg. 
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menyelsaikan masalah namun malah menghilang seakan tidak ingin 

menyelsaikan masalah.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk 

membahasnya secara ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi 

Pengosongan Rumah Atas Objek Hak Tanggungan Berdasarkan 

Penetapan Pengadilan Negeri Lubukliggau Kelas 1A Nomor : 

3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka  permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi diatas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek  hak tanggungan dalam 

proses gugatan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A Nomor : 

3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg ? 

2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan eksekusi pengosongan rumah atas 

objek hak tanggungan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau Kelas 1 A Nomor : 3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaaan eksekusi terhadap objek  

hak tanggungan dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
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Kelas 1A. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan eksekusi 

pengosongan rumah atas objek hak tanggungan di Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau Kelas 1A. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis ataupun 

secara praktis : 

1. Secara Teoretis 

Penulis melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya hukum perdata untuk mengetahui faktor-

faktor yang menjadi hambatan eksekusi hak tanggungan didalam 

masyarakat. 

2. Manfaat praktis   

A. Masyarakat 

Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetauan dan kesadaran pada masyarakat umum terhadap perjanjian 

kerjasama antara penyedia dana (kreditur) terhadap penerima dana 

(debitur). 

B. Bank 

Penulisan penelitian ini diharapkan perbankan dapat mengetahui 

terlebih dahulu calon peminjam dana (Debitur), dan lebih berhati hati 
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dalam meminjamkan dana terutama dalam bentuk kredit. Serta lebih 

memperhatikan jaminan yang diberikan agar tidak terjadinya 

perdebatan ketika suatu saat terjadi pelanggaran (wanprestasi). 

C. Praktisi  

Penulisan skripsi ini ditunjukkan agar dapat dijadikan literasi dan 

reverensi bagi pihak praktisi apabila melakukan eksekusi 

pengosongan rumah hak tanggungan bagi penelitian selanjutnya. 

 

E.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan eksekusi 

pengosongan rumah atas objek hak tanggungan, pertimbangan hakim serta 

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah atas 

objek hak tanggungan di Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 

3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. 

karena permasalahannya yang dibahas mengenai pelaksanaan eksekusi 

pengosongan rumah atas objek hak tanggungan, maka dibawah ini 

dikemukakan  beberapa teori: 
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1. Teori  Efektivitas Hukum 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kata "efektif" berasal dari kata 

Inggris "efektif", yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik 

berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata "efektif" juga dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang ada dampak (pengaruhnya, kesannya, 

akibatnya) sejak berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Namun, 

efektivitas itu sendiri adalah situasi di mana dia ditugaskan untuk mengawasi. 

Dari perspektif hukum, yang dimaksud dengan "dia" disini adalah polisi, pihak 

yang berwenang. Kata "efektif" berasal dari kata "efektif", yang berarti bahwa 

suatu perbuatan memiliki efek atau akibat yang diinginkan.13  

Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang 

diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Efektivitas didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi, atau kegiatan (seperti operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa 

tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya. Jadi, indikator efektivitas 

hukum dalam arti tercapainya rekomendasi atau tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya didefinisikan sebagai pengukuran bahwa suatu tujuan telah 

tercapai sesuai dengan rencana.14  

Keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran disebut 

efektivitas. Berbicara tentang efektivitas hukum harus mempertimbangkan dua 

                                                             
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 284. 
14 Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.13. 
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variabel terkait, yaitu dimensi objek sasaran yang digunakan. Untuk 

menentukan seberapa efektif suatu undang-undang, kita harus pertama-tama 

mengetahui seberapa baik undang-undang itu dipatuhi. Jika sebagian besar 

target yang menjadi sasaran ketaatanya mematuhi aturan, maka aturan tersebut 

dianggap efektif.15  

Menurut pendapat Soerjano Soekanto, tingkat efektivitas hukum dapat 

diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para 

penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang 

tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan fungsinya 

hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan 

hidup. Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto menjelaskan mengenai 

efektivitas bahwa, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem 

hukum meliputi:16  

1. Gampang tidaknya makna isi peraturan itu ditangkap; 

 2. Luas tidaknya golongan masyarakat yang mengetahui isi peraturan yang 

bersangkutan; 

3. Efisien serta efektif tidak terhadap mobilisasi peraturan hukum dicapai 

melalui bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya 

                                                             
15 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 

Disertasi, Jakarta, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, hlm. 375. 
16 Clerence J.Dias. 1975, Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the 

Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147, hlm. 150. 
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dalam usaha mobilisasi tersebut, dan warga masyrakat yang terlibat dan 

merasa wajib berpartisipasi ke dalam proses mobilisasi dari hukum; 

4. Adanya prosedur penyelesaian sengketa tidak hanya harus mudah 

dihubungi serta dimasukan setiap warga masyarakat, tetapi harus effektif 

menyelesaikan suatu sengketa; 

5. Terdapat anggapan serta pengakuan yang cukup merata dari kalangan 

masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa peraturan dan pranata-

pranata hukum tersebut memang sesungguhnya berdaya guna secara 

efektif.  

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum untuk membahas 

dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

eksekusi pengosongan rumah atas objek hak tanggungan Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau kelas 1A Nomor : 3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg. 

 

2. Teori Lelang  

Menurut Polderman yang dimaksud lelang adalah alat untuk 

mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk 

si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah 

menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang 

paling menguntungkan si penjual.17 Sedangkan pengertian lelang pasal 1 

PMK 213 Tahun 2020 adalah perdagangan yang dilakukan secara terbuka 

                                                             
17 Rochmat 1987, Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung, Eresco, hlm. 106. 
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untuk umum dan luas bagi masyarakat dengan harga yang ditetapkan secara 

tertulis dan atau lisan dengan mengambil harga tertinggi terjadi karena 

semakin meningkat peminat pada barang yang dilelang, sebelum dilakukan 

pelaksanaan lelang maka telah dilakukan pengumuman lelang terlebih 

dahulu.18 Lelang terdiri menjadi tiga jenis menurut pasal 2 PMK 213 Tahun 

2020 yaitu: 

a. Lelang Eksekusi  

Merupakan pelaksanaan lelang atau dasar putusan hakim yang 

diperintahkan dan disepakati oleh pengadilan, sehingga pelaksanaan 

lelang ini terlebih dahulu harus memiliki kekuatan hukum tetap dari 

putusan pengadilan. 

b. Lelang Non Eksekusi Wajib 

Pelaksanaan lelang wajib yang didasarkan  pada peraturan 

perundang-undangan karena, adanya permintaan lelang dari pihak 

yang menguasai barang yang dijaminkan oleh pemiliknya. 

c. Lelang Non Eksekusi Sukarela 

Permintaan atas keinginan sendiri dari pemilik barang atau 

pemegang kuasa barang tersebut untuk melakukan lelang pada 

barang yang akan dilelang. Apabila debitur yang merupakan pihak 

pemberi hak tanggungan wanprestasi dalam pembayaran atas 

hutangnya, kreditur yang merupakan pihak pemegang hak 

tanggungan akan melakukan eksekusi barang jaminan tersebut 

                                                             
18 PMK No. 213/Pmk.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
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sebagai upaya terakhir penyelesaian kredit macet. Ada peraturan 

yang wajib diikuti ketika akan melaksanakan lelang pada jaminan 

hak tanggungan atas tanah. Sebagaimana ketentuan pada pasal 10, 

11, dan 12 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan 

pelaksanaan penjualan hak tanggungan yang dibebankan pada tanah 

dapat dilaksanakan dengan cara yaitu: 

a. Lelang dilaksanakan sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan yaitu debitur sebagai peminjam uang yang 

meminjam kepada bank sebagai pihak kreditur telah 

wanprestasi terhadap pembayaran utang pada tanggal yang 

telah disepakati bersama. Sehingga bank memiliki 

kewenangan untuk melakukan penjualan dengan cara 

pelaksanaan pelelangan umum pada jaminan atas hutang 

debitur. 

b. Pelaksanaan lelang dengan aturan pasal 20 ayat (1) huruf b dan 

pasal 14 (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu 

penjelasan mengenai pelaksanaan lelang secara langsung oleh 

kreditur pada hak tanggungan yang dijadikan jaminan debitur 

atas utangnya. Pelaksanaan lelang tanpa melalui putusan dari 

pengadilan. Sehingga hak tanggungan memiliki kekuatan 

eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Dari penjelasan pasal diatas dapat dipahami bahwa parate eksekusi hak 

tanggungan diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan 

ketentuan Pasal 6 maka dalam ilmu hukum dapat digunakan asas lex specialis 

derogate legi generalis.19 

Peneliti menggunakan teori lelang ini untuk membahas dan menganalisis 

lelang eksekusi pengosongan rumah atas objek hak tanggungan pada Studi 

Penetapan  Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A Nomor : 

3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan 

teori yang relevan dalam ekskusi yaitu teori lelang untuk mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan ekskusi pengosongan rumah atas objek hak 

tanggungan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang   memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan 

penelitian dengan metode sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang 

digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

yang didukung data empiris atau biasa disebut penelitian hukum normatif-

                                                             
19 Muhammad Zainal Abidin, 2018, “Keabsahan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Karena 

Adanya Gugatan Dari Debitur”, Jurnal Notaire,  Volume 1 Nomor 2, Universitas Airlangga, hlm. 

293. 
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empiris.  

 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. 

Penelitian yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-

Undang (statute approach) dan pendekatan kasus dimana disesuaikan 

dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang diteliti.. Pada pengkajian ini 

ditekankan terhadap UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak 

tanggungan. Pendekatan dalam penelitian ini secara hukum 

normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun 

akademis.20 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian yuridis 

mormatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama 

                                                             
20 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 93. 
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mengenai kasus-kasus  yang telah diputus sebagaimana yang dapat 

dilihat. Dalam yurisprudensi terhadap perkara- perkara yang 

menjadi fokus penelitian jenis kasus- kasus yang telah terjadi 

bermakna empiris. Pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap 

kasus dalam Studi Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg. 

c. Pendekatan Analisis 

Pendekatan Analisis dilakukan untuk menelaah penyelesaian 

sengketa wanprestasi masyarakat kota Lubuklinggau dalam 

pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah atas hak tanggungan 

yang diperuntukkan karena tuntutan pribadi ataupun untuk 

keperluan usaha atau pun untuk niat lain yang mengharuskan 

seseorang melakukan pinjaman dana ke bank. 

 

3. Sumber Data/Bahan Hukum 

 Objek penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi 

pengosongan rumah atas objek hak tanggungan berdasarkan penetapan 

pengadilan negeri Lubuklinggau kelas 1 A. 

 Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data/Bahan Hukum Primer 

Merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama21 

data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara 

                                                             
21 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT 

Grafindo Persada, hlm 30 
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dengan narasumber/ informen yang dianggap mengetahui 

permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap seseorang 

yang sudah melakukan wanprestasi kepada pihak bank. Untuk 

penulisan skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi 

penelitian yang ada kaitannya dengan masalah- masalah yang 

dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah  diwilayah 

hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A. 

b. Data/Bahan Hukum Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 

skunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:  

1). Data/Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yang terkait yang 

merupakan bahan hukum primer adalah: 

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

b). Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) 

c). Herziene Indonesich Reglement (HIR) 

d). Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 

2). Data/Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu putusan ekseskusi pada pengadilan 

Nomor 3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg serta bahan-bahan yang 

memberikan   penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-
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lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

 

3). Data/Bahan Hukum Tersier 

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, media massa dan internet. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum 

  Ditempuh prosedur wawancara untuk memperoleh data yang benar 

dan akurat, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat 

dan sebagainya) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai 

suatu hal, dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau 

ditayangkan pada layar televisi. Dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan wawancara kepada hakim dan panitera dalam perkara ini 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai eksekusi hak 

tanggungan. 

 

5. Teknik Pengolahan Data/Bahan Hukum 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan 

diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh 

dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi 

dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. 
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Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih 

dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian 

data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. 

 

6. Analisis Data/Bahan Hukum 

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analitis, analisis bahan hukum yang dipergunakan 

adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum 

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode 

induktif. Menurut Purwanto pendekatan induktif merupakan pendekatan 

pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus 

kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. 

Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan 

kesimpulan dari khusus menjadi umum.



 
 

64 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Abdukadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya. 

Abdulkadir Muhammad, 2004, hukum dan penelitian hukum, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti. 

Adrian Sutedi, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta, Sinar Grafika 

Jakarta, PT Grafindo Persada. 

 

Bagir Manan, 2008, “Pedoman Teknis Admninistrasi Dan Teknis Peradilan 

Perdata Umum dan Peradilan Khusus”, Jakarta, Sinar Grafika. 

Belajar. Soerjani Soekanto, 2006, Penghantar Ilmu Hukum, Jakarta, UI Press. 

Dirjen Badilum MA RI, 2019, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 

Dr. Herri Swantora, 2019, “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan”, Jakarta, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Dr. Herri Swantoro, 2019,  “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri”, 

Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Dr. Supriyadi, 2020, Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya, 

Semarang, Jl. Randusari pos III.  

 

Eresco. Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka  

Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka. 

M. Agus Santoso, 2014, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat 

Hukum, Jakarta, Ctk. Kedua, Kencana. 

M. Tanziel Aziezi dan Nur Syarifah, 2019, Kertas Penguatan Sistem Eksekusi 

Sengketa Perdata di Indonesia, Kuningan, Jakarta, Lembaga Kajian 

dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesian Institute for 

Independent Judiciary Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, 

Unit G1A Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6. 

 

M. Tanziel Aziezi dan Nur Syarifah, 2019, Kertas Penguatan Sistem 

Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, Kuningan, Jakarta, 

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesian 



  65 

 

 

Institute for Independent Judiciary Puri Imperium Office Plaza, 

Ground Floor, Unit G1A Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6. 

M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan, 

Jakarta, Sinar Grafika. 

Munir Fuady, 2014, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, PT. Citra 

Aditya Bakti. 

Peter Mahmud marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. 

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

Edisi Revisi, Jakarta, PT Radnya Paramita. 

Rochmat 1987, Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung,  

Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Normatif, Jakarta, 

Rajawali Press. 

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermassa. 

Syamsul Arifin, 2012, Pengatar Hukum Indonesia, Medan, Medan area 

University Press. 

Tazkiatun Nafs Az Zahra, 2015, Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai 

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur, Jakarta, UIN Syarif 

Hidayatullah. 

Wildan Suyuthi, “Sita Dan Eksekusi”, Tata Nusa Jakarta, 2004 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3632). 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijik Watbek) Staatbland 184 

No 23. 

 

C. Jurnal 

 

Arie S. Hutagalung, 2008, “Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi 

Hak Tanggungan Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan, 

Vol. 2. 

 

 



  66 

 

 

Azra Balqis, 2022, “Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada 

Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur”, Jurnal Hukum, Semarang, Vol. 9 NO.1, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Mitha Christina Ginting, 2020, “Peranan Modal Kerja Dalam Meningkatkan 

Profitabilitas”, Jurnal Manajemen, Medan, Vol. 4, No.2, 

Universitas Methodist Indonesia. 

 

Muhamad Kholid, 2015, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga 

Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, Jurnal Hukum 

dan Kemanusiaan, Vol. 9 N0. 1, Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

 

Muhammad Zainal Abidin, 2018, “Keabsahan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan Karena Adanya Gugatan Dari Debitur”, Jurnal Notaire, 

Surabaya, Volume 1 Nomor 2, Universitas Airlangga. 

 

Nur Rizki Siregar dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, ”Tinjauan 

Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelalng 

Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi”, Jurnal USM 

Law Review, Jakarta, Vol. 5 No 1, Universitas Indonesia. 

 

Purbandari, 2013, “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan 

Kredit”, Jurnal Ilmiah, Vol. 10 No. 3, Jakarta, Fakutas Hukum 

Universitas Mpu Tantular. 

 

Sambodo Purnomo Yogo, 2016, “Spesialisasi dan Diferensiasi Peran 

TNI/Polri Dalam Strategi Pertahanan Keamanan Negara (Tanggapan 

Terhadap RUU Kamnas), Jurnal Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, 

STIK. 

 

Sayyid Muhammad Z. A, dkk, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya 

Pemadaman Listrik”, Jurnal Lex Suprema, Balikpapan, Vol. 2 No 

1. 

 

Sri Hartati, Setiati W, dan Iffah N, 2017, Jurnal Civics, “Eksekusi Putusan 

Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman”, 

Yogyakarta, Vol. 14, No 2, Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Wibisono Oedoyo, 2022, ”Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan 

Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, 

Vol. 10 No. 7, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 

 

 



  67 

 

 

D.  Internet 

 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wilayah Yuridikasi, https://pn-

lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-

pengadilan/wilayah-yurisdiksi, diakses Tanggal 22 Desember 2023. 

Pukul 19.30 

 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Struktur Organisasi Pengadilan, https://pn-

lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil 

pengadilan/struktur-organisasi, diakses 22 Desember 2023, Pukul 

20.00 

 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Sejarah Pengadilan Negeri Lubuklinggau, 

https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-

pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses Tanggal 22 Desember 2023. 

Pukul 19.30 

 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, “Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-

2024”https://pn.lubuklinggau.go.id/images/sakip/2023/2.%20RENST

RA%202020-2024. pdf, Hlm 5, diakses Tanggal 22 Desember 2023. 

Pukul 19.30 

 

E. Penetapan Pengadilan 

 

Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1 A Nomor: 

3/Pdt.Eks/2021/PN/Llg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil%20pengadilan/struktur-organisasi
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil%20pengadilan/struktur-organisasi
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil%20pengadilan/struktur-organisasi
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pn.lubuklinggau.go.id/images/sakip/2023/2.%20RENSTRA%202020-2024.%20pdf
https://pn.lubuklinggau.go.id/images/sakip/2023/2.%20RENSTRA%202020-2024.%20pdf

